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ABSTRAK

Nama . Afrizal

NIM : 160106035

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judu - Analisis Yuridis Tentang Penerapan Pasal 359 KUHP

Pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Jantho ( Studi Putusan Nomor
207/Pid.B/2014/PN Jth)

Pembimbing | : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing Il : Dr. Jamhir,S.Ag.,M.Ag
Kata Kunci : Penerapan Pasal 359,Pertimbangan Hakim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :Pertama bagaimana penerapan pasal
359 KUHP dalam putusan No.207/Pid.B/2014/PN Jth yang menyebabkan
matinya orang lain karena kecelakan.Kedua,faktor-faktor petimbangan Hakim
dalam putusan No0.207/Pid.B/2014/PN Jth yang menyebabkan matinya orang
lain dalm kasus kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini termasuk penelitian
yuridis normative, yang dimaksud Penelitian Yuridis/Normatif adalah penelitan
hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan
kepustakaan atau data sekunder belaka. Berdasarkan analisis, penulis
menyimpulkan beberapa hal, antara lain: Pertma, pelaku tindak pidana kelalaian
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, berdasarkan hal tersebut maka
hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang
lain meninggal dunia dalam Putusan No0207/Pid.B/2014/PN Jth. Hakim
mengadili Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keduafaktor-
faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan No207/Pid.B/2014/PN
Jth yang menyebabkan matinya orang lain pada kasus kecelakaan lalu-lintas di
Pengadilan Negeri Jantho, mempunyai berbagai pertimbangan,baik berupa
factor yang meringankan terdakwa yaitu, terdakwa belum pernah dihukum,
terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan
dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai
tanggungan keluarga, terdakwa sebagai satu-satunya sumber kehidupan
keluarga, usia terdakwa masih muda, terdakwa telah lanjut usia, adanya
Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, terdakwa juga mengalami
cacat dan luka fisik, kesalahan terdakwa dinilai bukan unsur kesengajaan
melainkan unsur kealpaan, dan factor yang memberatkan terdakwa vyaitu,
terdakwa melarikan diri, terdakwa tidak menolong korban, terdakwa tidak
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memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukkannya, terdakwa tidak meminta
maaf kepada keluarga korban, belum adanya bantuan dari terdakwa kepada
keluarga korban, terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, terdakwa tidak
mengontrol kondisi kendaraan sebelum dikemudikan.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Mentri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
1 | . Tidak \ 5 ¢ t dengan titik di
dilambangkan i bawahnya
5 o B VY 5 , z dengan titik di
’ - bawahnya
3 < T YA g ¢
. . s dengan titik di .
& Y4
4 3 atasnya ¢ £
5 z J Y. < F
h dengan titik di | ]
$ c L bawahnya < Q
7 ¢ Kh YY 4 K
8 3 D i J L
9 3 7 z dengan titik di | . R M
atasnya
10 J R Yo O N
11 J z Y1 3 w
12 o S Yv 0 H
13 o Sy YA s ’
s dengan titik di
K
14 e S bawahnya ¢ Y
. d dengan titik di
15 o d bawahnya
2. Vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia,

a. Vokal Tunggal

terdiri dari vocal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:




Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah |
Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya Al
iy Fathah dan wau Au
Contoh:
—aS= Kaifa,
Jds2  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl Fathah dan alif atau ya A
& Kasrah dan ya 1
s Dammah dan wau U
Contoh:
Jé= qala
< rama
J8= gila
U3 yvaqitlu

Xi



S

. Ta Marbutah()
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati

Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

i3 JWY  : raudah al-agfal/ raudatul agfal

. 8338l 1 al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

islb  : Talpah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan)
perintah”.Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum
pidana.Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau
kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan
dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan
pidana tersebut.*

Pihak yang dituju dalam hal ini adalah masyarakat, dimana hukum
pidana bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat menjadi masyarakat
yang lebih baik.Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah
berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan
berbagai alat yang ada padanya.

Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, adalah Hukum
Pidana.Dengan hukum pidana pemerintah secara memaksa dapat mencampuri
kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan Kkerja,
lingkungan hidup dan sebagainya.’Di dalam pembahasan hukum pidana tidak
lepas dari masalah yang ada padanya pula, salah satu pokok permasalahan
hukum pidana disini tidak lain adalah tindak pidana itu sendiri. Tiga masalah
pokok hukum pidana, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam
pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggung-jawaban pidana dari si

pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi atau pidana.’

! Jan Remmelink, Hukum Pidana, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2003) , him.
9

2 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, ,Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana,
(Surakarta: FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005) him. 2.

*Ibid,hIm.4
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Di dalam tindak pidana, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak
pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.Unsur objektif dalam tindak
pidana meliputi; (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan
itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup : (1)
orang yang mampu bertanggungjawab; (2) adanya kesalahan (dolus ataupun
culpa).“Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur
subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan (dolus ataupun culpa), adapun
persamaan dan perbedaan antara kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)
sebagai berikut, Kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis
dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu : 1) adanya perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana; 2) adanya kemampuan bertanggungjawab;
3) tidak adanya alasan pemaaf.Akan tetapi bentuknya berbeda.Dalam
kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda.Dalam
kesengajaan, sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang
larangan.Dalam kealpaan, orang yang melakukannya kurang mengindahkan
larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang
objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.’

Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang
hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan.Kealpaan yang biasanya
dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas
apalagi kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.Di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia seseorang
dapat dipidana karena kealpaannya sebagaimana diatur dalam pasal 359
KUHP.Dalam unsur kelalaian atau kealpaan dalam pasal 359 KUHP dikatakan
sifatnya lebih umum atau ruang lingkupnya luas.

* Ibid, him 7
% Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2000)
him. 89



Memang semua tindakan kelalaian yang bisa menyebabkan orang lain
meninggal dasarnya bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP. Akan tetapi dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian yang
berhubungan dengan lalu lintas maka sudah diatur lebih khusus di dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
tersebut.

Jadi unsur kelalaian atau kealpaan yang ada di dalam pasal 359 KUHP
mengatur mengenai kelalaian yang sifatnya umum dan ruang lingkup yang luas
bukan mengenai kelalaian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan
seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas
yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena
kelalaian sipengemudi dijalan.Salah satu ketentuan hokum yang dapat
dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu-lintas
adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,
diancam pidana penjara paling lama lima tahunn atau kurungan paling
lamasatu tahun™

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudiyang mengakibatkan
matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas
tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan. Untuk menentukan adanya
kesalahan maka diperlukan atau harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Harus Mampubertanggung jawab
3. Dengan Sengaja/Kealpaan
4. Tidak adanya alas an pemaaf
Dalam menentukan unsur kealpaan pada kasus kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan matinya seseorang, aparat penegak hukum harus selektif



menentukan apakah tersangka tersebut benar murni memenuhi unsur tersebut
atau tidak. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan harus
mampu membuktikan sehingga fakta-fakta terhadap unsur kealpaan dapat
dibuktikan di dalam proses persidangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti alam
hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam
penulisan skripsi - dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TENTANG
PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-
LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JANTHO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Putusan No
207/Pid.B/2014/PN Jth terhadap kasus Kecelakaan Lalu-lintas oleh
Hakim Pengadilan Negeri Jantho ?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan
No 207/Pid.B/PN Jth yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus
kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan Negeri Jantho ?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu dan diharapkan dapat
disajikan dengan data-data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan
mampu menyelesaikan masalah yang bertolak dari hal tersebut,maka tujuan
penelitian meliputi :

1. Tujuan Objektif

1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi seseorang
yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan dalam
kecelakaan lalu-lintas di jalan raya.

2) Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang



menyebabkan matinya orang lainnya dalam kecelakaan lalu-lintas.

2. Tujuan Subyektif

1)

2)

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian
hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan dalam
penyusunan Penulisan Hukum ini sebagai salah satu syarat untuk
mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang IImu Hukum pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh .

D. Metode Penelitian

Manfaat yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

1)

2)

3)

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk mendapatkan masukan
yang diharapkan = dapat digunakan  almamater  dalam
mengembangkan bahan perkuliahan yang ada.

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan limu Hukum
pada khususnya,terutama Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
nyata tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang

menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan dikota Jantho.

2. Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai jawaban
terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini untuk memberikan suatu data dan informasi
tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang
menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan dikota Jantho.

Hasil penelitian ini untuk memberikan gambaran sesungguhnya



mengenai penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah

dengan kenyataan di lapangan.
E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemahaman pengertian dan penafsiran dari
pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang
terdapat istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud
adalah sebagai berikut :

1) Analisis yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati,
mendeskripsikan. dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan
menggunakan parameter hukum sebagai standard guna menarik
suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.®

2) Pasal 359 KUHP

Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu
tahun.” Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati,
atau kealpaan disebut dengan culpa’.

3) Kecelakaan

Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak
sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk
benda tajam dan diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang,
dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung®

4) Lalu-Lintas

8Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normati f Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004 ), him. 13-14.

” pasal 359 KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

8Undang-undang No 22 tahun 2009



Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009didefinisikan
sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu-lintas Jalan,
sedang yang dimaksud dengan ruang Lalu-lintas jalan adalah
prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang,
dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung®

F. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan
dan keterkaitannya dengen judul penelitian penelti, yaitu :

Skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap kelalaian lalu lintas yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, hasil karya dari m. yasir mahasiswa
fakultas hukum universitas hasanuddin makassar 2014. Dalam isinya skripsi
tersebut menjelaskan tentang Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil
terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkankan hilangnya nyawa orang
lain. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana
dalam kasus putusan No. 263/Pid.B/2013/PN.Pinrang

Skripsi yang berjudul penyelesaian tindak pidana kealpaan yang
menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan matinya orang lain yang dilakukan
pengemudi kendaraan bermotor hasil karya dari fajar  santoso
mahasiswafakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta 2012 Dalam isi
skripsinya tersebut menjelaskan tentang Fator-faktor apa saja yang
menyebabkan terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas. Bagaimana
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak
pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan
pengemudi kendaraan bermotor.

Skripsi yang berjudul analisis kecelakaan lalu lintas jalan raya di kota
semarang menggunakan metode k-means clustering, hasil karya oleh
Muhammad Syaeful Fajar, mahasiswa fakultas teknik universitas negeri

®Undang-undang No 22 tahun 2009



semarang 2015. Dalam isi skripsinya tersebut menjelaskan tentang.Bagaimana
mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya di Kota
Semarang. Bagaimana memprediksi waktu kecelakaan lalu lintas jalan raya di
Kota Semarang .Bagaimana mengetahui umur pelaku yang paling sering
mengalami kecelakaan lalu lintas jalan raya di Kota Semarang.Bagaimanakah
usulan penanganan yang dapat diberikan pada kasus kecelakaan lalu lintas jalan
raya di Kota Semarang.

Skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian
lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, hasil karya oleh andi
asriana, mahasiswa fakultas hukum universitas hasanuddin makassar 2014.
Dalam isi skripsinya tersebut menjelaskan tentang Untuk mengetahui penerapan
hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang
menyebabkan hilangnya nyawa.Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan
hakim dalam  menjatuhkan pidana dalam kasus putusan  No.
715/Pid.B/2013/PN.MKks.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka
diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan
peneliti yakni mengenai “Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal 359
KUHP pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas olen Hakim Pengadilan Negeri
Jantho” Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana penerapan Pasal 359
KUHP pada kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh
Besar, serta bagaimana penerapan yang terjadi dilapangan, karena menjadi salah

satu kompenen penting dalam penertiban lalu lintas.
G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan
pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan®.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah usaha untuk menemukan,

9 amus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,( Jakarta, 2005 ).hIm. 74



mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan
metodeilmiah.™

Metode penelitian pada hakekatnya memberi pedoman mengenai tata
cara mempelajari dan memahami lingkungan-lingkunganyang dihadapi®.

Untuk mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,
dibutuhkan sebuah metode penulisan hukum.Adapun metode yang akan
digunakan dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridisnormatif. Yang
dimaksud” Penelitian Yuridis/Normatif”. adalah penelitian hukum kepustakaan
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data
sekunder belaka. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang
pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, dan faktor-faktor yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap sipelaku yang
menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakan lalu-lintas di Kabupaten
Aceh Besar.

Adapun lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat
di Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
kecelakaan lalu-lintas jalan raya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melalui pendekatan
empiris/sosiologis®®. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan penerapan
Pasal 359 KUHP oleh hakim di pengadilan Negeri Jantho.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Ygytrisno Hadi, “Metodologi Research | “ ( Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM
2002 ).him.3

12SoerjonoSukanto,PengantarPeneIitianHukum,(Jakarta:UIPress 2000).hIm.6
13Lexy J Moeong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Raja Rosdakarya
,2000) him,45.
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Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis datayaitu:
1) Data Primer
Data Primer adalah data yang diperolen secara langsung
dilapangan, yaitu dari hakim Pengadilan Negeri Jantho yang
menerapkan Pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu-
lintas jalan raya.
2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
yang berupa data-data, keterangan-keterangan, buku-buku atau
literatur-literatur, dan fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi*, peraturan perundang-undangan  serta
putusan hakim Pengadilan Negeri Jantho.
2. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Hakim yang pernah memeriksa perkara kecelakaan lalu-lintas di
Pengadilan Negeri Jantho.
2) Sumber Data Sekunder
Sejumlah  data yang meliputi keterangan-keterangan yang
diperoleh melalui buku-buku literatur, Putusan hakim Pengadilan
Negeri Jantho, dokumen, peraturan perundang-undangan dan
sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti*°.
4. Teknik PengumpulanData
Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

“Hikmat M. Mahi, “Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komuniasi dan Sastra”,
(‘Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), him. 47-48.
Dillah Philips, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2015), him. 122.
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1) Untuk memperoleh data primer dengan cara studi lapangan, yaitu
teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung dengan
obyek yang diteliti. Studi lapangan yang dilakukan yaitu hanya
meneliti hakim yang pernah memeriksa,mengadili dan memutus
perkara kecelakaan lalu-lintas saja.

2) Untuk memperoleh data sekunder dengan cara studi kepustakaan.
Hal ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku
literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang
terkait dengan permasalahan yang diajukan®®.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang
dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: pengumpulan data, mengklasifikasikan,
menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik
kesimpulan guna menentukan hasilnya. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan model analisis ”Interactive Model of Analysis”, yang dimaksud
adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi
data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Selama ini dilakukan
pula suatu siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data-data yang terkumpul

berhubungan satu dengan yang lain secara otomatis’.
H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hokum ditujukan untuk lebih memberikan
gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hokum yang
disusun.Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menyiapkan suatu

sistematika penulisan hukum.Penulisan hokum ini dibagi dalam empat bab dan

'8 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi,
(Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), him. 112.
17H.B.Sutop,”MetodoIogi Penelitian kualitatif bagian kedua ,( Surakarta:UNS Pres
2002 ).him.37
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didalam bab-bab tersebut terdapat beberapa sub bab. Sistematika penulisan
hokum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang
dimaksudkan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap
penulisan hokum ini. Sistematika penulisan hokum tersebut adalah sebagai
berikut:

BAB SATU, merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, mamfaat penelitian,
penjelasan istilah,kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai
uraian tinjauan pustaka yang meliputi Ketentuan Hukum Pidana Secara
Umum, Pengertian Hukum pidana, dasar hukum,unsur-unsur , penerapan hukum
pidana ditinjau menurut hukum islam.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang hasil
penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang penerapan Pasal 359
KUHP dalam putusan nomor 207/Pid.B/2014/PN Jth oleh Hakim di Pengadilan
Negeri Jantho dan Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam
putusan nomor 207Pid.B/2014/PN Jth terhadap perkara kecelakaan lalu-lintas.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan
saran dengan harapan bermamfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya,

serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai aplikasi dari hasil penelitian.



BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Pidana dan Dasar Hukumnya

1. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yangberlaku
di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.'®

2) Menentukan kapan dalam hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang
telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.

2. Roeslan Saleh mendefinisikan Hukum Pidana sebagai reaksi atastindak
pidana, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh
Negara pada pembuat tindak pidana itu.

1) Sudarto memberikan definisikan Hukum Pidana, yaitu penderitaan
yang disengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2) Simons memberikan definisi mengenai hukum pidana, yaitu semua
perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara
dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa (leed) bagi
barang siapa yang tidak menaatinya.Semua aturan-aturan yang
menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya aturan-

aturan untuk mengenakan atau menjatuhkan dan menjalankan pidana

'8 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana ”, (Jakarta:Ghalialndonesia, 2003 )
him. 94

14
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tersebut.”

Macam-macam Hukum Pidana
1. Berdasarkan luas berlakunya:

1) Hukum Pidana Umum: Hukum Pidana yang berlaku bagi setiap
orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin,warga
negara,maupun jabatan seseorang.Contoh: KUHP

2) Hukum Pidana Khusus: Hukum Pidana yang berlaku hanya bagi
segolongan orang tertentu saja. Contoh : hukum pidana militer
yang berlaku hanya bagi anggota militer.

2. Berdasarkan tempat berlakunya:

1) Hukum Nasional : Hukum yang berlaku di wilayah satu Negara
saja.

2) Hukum Internasional: Hukum yang berlaku diberbagai wilayah
negara.

3. Berdasarkan waktu berlakunya:

1) Hukum Positif (lus constitutum) : Hukum yang berlaku dalam
suatu Negara pada saat sekarang.

2) lus constituendum: Hukum yang diharapkan atau dicita-citakan
berlaku pada waktu yang akan datang.

4. Berdasarkan Penerapannya:

1) Hukum in abstracto ialah semua peraturan hukum yang berlaku
pada suatu Negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus
oleh pengadilan. (berlaku Umum ).

2) Hukum in concreto : Peraturan hukum yang berlaku pada suatu
negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu
kasus yang terjadi dalam masyarakat. Berlaku hanya terhadap
pihak-pihak yang berperkara saja,termuat dalam putusan

Y¥hermin  Hadiati Koeswadji.”Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Pidana ”,( Bandung:CitraAdityaBakti. 2006 ). him. 54
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pengadilan.

3. Berlakunya Undang-Undang Pidana

Berlakunya Undang-Undang Pidana menurut Tempat

Berlakunya Undang-undang Pidana negara Indonesia antara lain dapat
kita jumpai dalam Pasal-pasal 2,3,4,5,7,8 dan 9 KUHP, yang sebenarnya bukan
merupakan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan hokum pidana.

Untuk memecahkan persoalan tersebut,maka didalam doktrin dikenal
beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai“asas-asas tentang berlakunya
Undang-undang Pidana menurut tempat”. %

Adapun asas-asas tersebu tadalah:

1. Asas Teritorial

Pasal 2 KUHP dikatakan”Aturan pidana dalam perundang-undangan
Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana didalam
Indonesia”.Hal ini berarti bahwa setiap orang baik itu orang asing / warga
Negara asing maupun orang Indonesia / warga negara Indonesia yang
melakukan tindak pidana dalam wilayah negara Indonesia akan diberlakukan
hukum pidana Indonesia.

Hal ini ada pengecualian khusus,yaitu terhadap warga negara asing yang
menurut hukum Internasional mempunyai hak ekstrateritorial sehingga
ketentuan hokum pidana yang berlaku di Indonesia tidak berlaku terhadapnya
karena mereka tunduk pada hukum pidana yang berlaku di negaranya.

Pasal 3 KUHP yang berbunyi:” Aturan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan
perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia”. Bunyi Pasal 3 ini telah diubah
dengan Undang-undang no.4Tahun 1976 menjadi sebagai berikut: ~Ketentuan
pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar
wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau

20| eden Marpaung,” Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum Delik “( Jakarta:
Sinar Grafika.2009 ). him. 97



17

pesawat udara Indonesia”. Hal ini berarti bahwa hokum pidana Indonesia juga
berlaku terhadap setiap orang yang berada diluar territorial Indonesia melakukan
tindak pidana dalamsebuah perahu/kapal Indonesia.

Dengan kata lain bahwa perahu atau kapal yang berlayar dilautan bebas
adalah merupakan wilayah Negara Indonesia, kecuali telah masuk territorial
Negara asing.

Dalam hukum Internasional bahwa suatu kapal perang dari suatu Negara
yang berada diteritorial laut Negara asing tetap merupakan teritorial kebangsaan
negara dari mana kapal perang tersebut berasal. Begitu juga dalam Undang-
undang nomor 4 tahun 1976 yang mengatur bahwa pesawat udara yang terbang
diwilayah udara bebas tetap merupakan wilayah negara apabila terjadi tindak
pidana didalamnya.

2. Asas Personal atau Asas Nasional Aktif

Susunan Perundang-undangan pidana dalam Pasal 4 KUHP
menitikberatkan pada orang (warga negara Indonesia) yang melakukan
perbuatan, baik dilakukan didalam maupun diluar wilayah negara Indonesia
diberlakukan hukum Negara Indonesia.

Pasal 4 KUHP berbunyi:

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap
orang yang diluar Indonesia melakukan:

Ke-1:Salah satu kejahatan tersebut Pasal-pasal:104,106,107,108, 110,

111 bis ke-1, 127 dan 131,

Ke-2:Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang
dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai
yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah
Indonesia;

Ke-3:Pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan
Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah

Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda diveiden atau
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tanda bunga,yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda
yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut,atau
menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau
dipalsukan , seolah-olah tulen dan tidak palsu;

Ke-4:Salah satu kejahatan tersebut Pasal 438,444-446 mengenai
pembajakan laut, dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan
perahu dalam kekuasaan bajaklaut.

Pasal 4 angka 4 telah diubah dengan Undang-undang No. 4Tahunl1976

sehingga berbunyi sebagai berikut:*!

Ke-4 :salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasa 1438,444
sampai dengan Pasal 446 ,tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang
penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasa 1479 huruf J
tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf I,
m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Hal ini untuk menghindari agar seorang Warga Negara Indonesia yang
melakukan tindak pidana di luar negeri dimana hokum Negara tersebut
mengancam dengan pidana atas perbuatan itu, apabila orang tersebut melarikan
diri ke Indonesia, maka orang itu tetap akan dituntut dengan hukum negara
Indonesia sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5ayatl, ke-2yang
berbunyi:

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga
negara yang diluar Indonesia melakukan:

Ke-2.salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan
menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan, diancam
dengan pidana.

3. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif

2! Undang-undang No. 4 Tahun 1976. Pasal 4 ayat 4
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Setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan diluar negeri dapat
dituntut dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia , apabila kejahatan itu
sangat merugikan kepentingan Negara Indonesia.

4. Asas Universal

Menurut asas universal dimana beberapa kejahatan dapat dipidana
menurut hukum yang berlaku di Indonesia biarpun kejahatan itu dilakukan di
luar teritorial negara Indonesia olenh warga negara asing meskipun negara
Indonesia dalam hal ini tidak dirugikan.

Kejahatan itu diatur dalam Pasal 4 ke-2 tentang memalsukan uang dan
pembajakan kapal di laut. Kejahatan itu biasanya dilakukan oleh organisasi
internasional yang hanya dapat dicegah secara kerjasama antar negara.

Sebelum hukum tersebut ditentukan, maka penyelesaiannya ditentukan
oleh masing-masing Negara itu sendiri.

Misalnya: Seorang warga negara singapura memalsukan uang kertas
Malaysia dinegara Thailand, dapat di adili di Negara Indonesia asal ia ditangkap
di wilayah Negara Indonesia dan perkara tersebut belum di adili di suatu negara
lain.

5. Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Waktu

Untuk dapat menerapkan ketentuan pidana menurut waktu seperti yang
telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP secara tepat maka di dalam doktrin
dikenal asas yang biasanya juga disebut sebagai “asas tentang berlakunya
Undang-undang Pidana menurut waktu”.Adapun asas tersebut adalah: Asas
Legalitas.?

Pedoman pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orangyang
melakukan tindak pidana terdapat norma yang tidak tertulis” tidak di pidana jika
tidak ada kesalahan (geenstrafzonderschuld).

Pasal 1 ayat 1| KUHP berbunyi :”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana

22 Moch.Anwar,”Hukum Pidana Bagian Khusus, jilid I, ( Bandung:Alumni, 2000 )
him. 29
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kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,
sebelum perbuatan dilakukan. Ini memberi arti bahwa seseorang yang
melakukan suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum perbuatan
tersebut diatur didalam aturan pidana perundang-undangan.

Asas legalitas mempunyai 3 makna,yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau
perbuatan tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum dinyatakan
dalam suatu aturan undang-undang.

Apabila hal itu kita amati, timbul dalam masyarakat beberapa masalah

tentang manfaatdan tidaknya asas tersebut.

Manfaatnya antara lain:*

1) Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

2) Untuk memberikan memberikan rasa aman dan terayomi bagi
masyarakat

3) Untuk memberikan kepastian atau menghilangkan keragu-raguan bagi
masyarakat dalam berbuat sesuatu.

Kelemahannya antara lain:

1) Perkembangan hukum selalu tertinggal dari perkembangan
masyarakat.

2) Penyelesaian hukum dalam perkara pidana kurang sempurna.

3) Menjadi penghalang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai
suatu kejahatan, tetapi undang-undang belum mengaturnya.

2. Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana tidak boleh digunakan
analogi. Penerapan undang-undang berdasarkan analogi berarti penerapan suatu
ketentuan atas suatu kasus yang tidak termasuk didalamnya.

Contoh : putusan Hoge Raad (H.R) pada tanggal 25 Mei 1921 yang

“Moeljatno,”Asas-asas Hukum Pidana ”,( Jakarta:PT.Rineka Cipta. 2000 ) him. 109
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menangani perkara seorang dokter gigi dikota Gravenhage yang menyadap
listrik di luar pesawat ukur yang digunakan dikamarprakteknya. Hogeraad
memutuskan tenaga listrik sebagai benda dan penguasaan atas benda dapat
dikatakan mengambil, sehingga rumusan Pasal 362 KUH Pterpenuhi.

3. Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur. Hal ini sangat
penting karena bisa menunjukan adanya kepastian hukum.

Biasanya larangan berlaku mundur bagi hukum pidana dikatakan
menegakkan kepastian hukum bagi para penduduk, yang selayaknya harus tahu
bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana atau tidak.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, pada
dasarnya terhadap pelaku tindak pidana harus diberlakukan Undang-undang
Pidana menurut Undang-undang yang lama (lextemporisdelicti) dan bukan dengan
Undang-undang Pidana atau ketentuan pidana menurut undang-undang yang
baru, akan tetapi ternyata ada ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam
Pasal 1 ayat 2 KUHP yang oleh pembentuk undang-undang, ditempatkan secara
langsung dibawah ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat
1 KUHP, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa ketentuan-ketentuan pidana
tersebut pastilah terdapat suatu hubungan, setidak-tidaknya bahwa ketentuan
pidana sepertiyang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu dapat dipandang
sebagai suatu pendahuluan dari ketentuan-ketentuan pidana seperti yang diatur
dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Pasal 1 ayat 2 KUHP berbunyi :”Jika sesudah perbuatan dilakukan ada
perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi
terdakwa”.

Ayat 2 dari Pasal 1 KUHP merupakan penyimpangan dari larangan
berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang
baru lebih menguntungkan bagi terdakwa daripada hukum yang lama, yaitu
apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim

dalam putusan terakhir (putusan belum mempunyai kekuatan hokum tetap atau
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inkrachvangewisde).

Arti lebih  menguntungkan disini tidaklah selalu mudah untuk
menentukan mana yang lebih menguntungkan siterdakwa, undang-undang baru
atau undang-undang lama.

Misalnya apabila dalam suatu undang-undang baru hukuman penjara
yang diancamkan, dikurangi beratnya, tetapi dengan ditambah dengan suatu
hukuman tambahan seperti,pencabutan hak untuk melakukan suatu pekerjaan
tertentu. Atau apabila hukum penjara tersebut diganti dengan suatu tindakan

pemerintah berupa mengawasi tindak-tanduk siterhukum secara ketat.?*
B. Unsur- Unsur Kesalahan Hukum Pidana

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang
yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan
yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya
tadi.”

Jadi kesalahan dapat meliputi keadaan bathin dari orang yang melakukan
perbuatan itu serta hubungannya antara keadaan bathin itu dengan perbuatan
yang dilakukan menurut Simons sedemikian rupa sehingga orang itu dicela
karena perbuatan tadi. Dua hal ini terjalin erat satu dengan lainnya merupakan
hal yang dinamakan kesalahan.

Mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan pidana
dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah
kemampuan bertanggung jawab sedangkan mengenai hubungan antara bathin itu
dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan

serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab mempunyai

**Muladi dan Barda Nawawi Avrief, Teori-teori dan kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni, 2012 ) him. 31

25Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,( Bandung: Refika
Aditama. 2002 ) him. 7
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kesengajaan atau kealpaan serta adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur
dari kesalahan.

Tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
yang satu bergantung pada yang lain dalam arti demikianlah urutan-urutannya
dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu
konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau
kealpaan.

Tidaklah ~ mungkin  mempertanggungjawabkan  terdakwa  atas
perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum.
Maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian
tentang adanya perbuatan pidana dan kemuian semua unsur-unsur kesalahan
harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana dilakukan sehingga untuk
adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

1) Melakukan perbuatan pidana

2) Mampu bertanggung jawab

3) Dengan sengaja atau kealpaan

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Vos memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus

yaitu:

1) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
( toerekeningsvat-baarheid van de dader )

2) Hubungan bathin tertentu dari orang yang berbuat yang perbuatannya
itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan

3) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungan jawab bagi

siapa pembuat atas perbuatannya itu.

26Harahap,Yahya.,PembahasanPermasalahr:mdanPenera\panKUHAP,(Jakarta:SinarGra
fika, 2005 ) him.12
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Seiring dengan pengertian kesalahan demikian itu, dapat pula dipresentir
pandangan dari E. Mezger yang dapat disimpulkan bahwa pengertian kesalahan
terdiri atas.

1) Kemampuan bertanggung jawab ( Zurechnungstahig ist )

2) Adanya bentuk kesalahan ( keinen schuldform ) yang berupa
kesengajaan ( vorzats ) dan culpa ( fahrlassigheit )

3) Tak ada alasan penghapus kesalahan ( keinen schuld
ausschiesungsgrunde )”.

Baik pandangan Vos maupun E. Mezger tentang pengertian kesalahan
mempunyai kesamaan dengan tidak mencampur adukkan melawan hukum
didalam unsur kesalahan.?’

Dari berbagai rumusan mengenai strafbaarfeit, maka para sarjana
menyatakan bahwa kesalahan termasuk unsur subjektif dari strafbaarfeit ini
tidak lain menunjuk kepada pertanggung jawaban dari sipembuat atas perbuatan
pidana yang telah dilakukan. Lagi pula kesalahan sebagai elemen subjektif dari
strafbaarfeit oleh karena menunjuk pada keadaan sipembuat sebagai subjek dari
perbuatan yang dilakukan menurut rumusan perbuatan pidana dan disebut dalam
kalimat dengan kata ‘barang siapa’ ( hij die ).

Buku Il KUHP, biasanya kesalahan itu menunjuk tentang keadaan
kejiwaan sipembuat sebagai sikap bathin yang terdapat didalam rumusan delik
antara lain oleh pembentuk undang-undang disebutkan atas kejahatan dengan
sengaja atau alpa.

Konsekwensi daripada pandangan bahwa kesalahan adalah elemen
elemen subjektif dari strafbaarfeit, maka tidak lain adalah bahwa kesalahan itu
mengandung dua segi yaitu segi psychologis dan segi yuridis dimana segi yang

pertama merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih

27Harahap,Yahya.,”Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, ( Jakarta :
Sinar Grafika, 2005 ) him.127
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dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggung jawabkan dalam
hukum pidana.

Segi psychologis adalah dasar kesalahan yang harus dicari dalam jiwa
orang yang melakukan perbuatan itu dengan menyelidiki bagaimana hubungan
bathinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.

Segi yuridis daripada kesalahan dapat dikatakan bahwa orang
mempunyai kesalahan karena sesuatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
perbuatan yang keliru dan kepada sipembuat dapat diberikan celaan terhadap
dirinya secara persoonlijk.?®

Bambang Poernomo, SH, memberikan penjelasan tentang isi kesalahan
sebagai berikut :

1. Ta dapat ‘menginsyafi’ atas kekeliruannya diartikan bahwa :

1) Keadaan batinnya sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan ia
mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, dan mampu
pula menyesuaikan antara keadaan batin itu dengan perbuatannya.
Hal ini merupakan ‘kemampuan bertanggung jawab’ dan didalam
perkembangannya hukum pidana pada waktu sekarang telah pesat
sekali dengan makin tumbuhnya ajaran pertanggungan jawab ( de
leer der toerekeningsvat-baarheid ).

2) Hubungan antara batin dengan perbuatannya dapat ditetapkan bahwa
memang kehendaknya tertuju kepada suatu perbuatan tertentu
sehingga mengetahui apa yang dilakukan itu yang dalam hal ini
disebut ada ‘kesengajaan’, atau meskipun kehendaknya tidak berupa
kesengajaan akan tetapi pada waktu melakukan perbuatan itu lalai
untuk mengadakan penghati-hati dan atau penduga-duga yang
seharusnya diadakan olehnya sebagai perbuatan yang disebut

‘kealpaan’. Penginsyafan batin berupa kesengajaan atau kealpaan

8 Moeljanto.”Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana” .( Yogyakarta: FH
UGM . 2004.) him.35
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adalah bentuk kesalahan yang banyak dijumpai didalam rumusan
delict KUHP kita.

2. la seharusnya memang dapat menghindarinya diartikan bahwa :

1) Adakah perbuatan yang dilakukan itu dengan kehendak yang bebas
dari sudut psychis maupun phisik.

2) Apakah kehendak orang yang berbuat itu bebas dan lepas dari ikatan
dengan hal ikhwak/keadaan-keadaan yang lain. Dua hal dalam isi
kesalahan yang terakhir ini juga harus ditentukan dan tidak mungkin
untuk dilupakan agar seseorang dapat dikatakan mempunyai
kesalahan, sesudah terlebih dahulu adanya perbuatan pidana. Tidak
adanya hal vyang pertama merupakan alasan penghapus
kesalahan/pemaaf, sedangkan mengenai hal yang kedua merupakan
masalah philosofis dalam determinisme atau ideterminisme sebagai
dua ajaran yang bertentangan satu sama lain. Ajaran determinisme
menempatkan kehendak orang untuk melakukan perbuatan dibawah
pengaruh hukum kausalitas sebagaimana halnya dari tiap-tiap
kejadian didalam kenyataanyang tiap-tiap kali terikat atau tidak
bebas, sebaliknya bagi ajaran indeterminisme menempatkan
kehendak orang untuk melakukan perbuatan merupakan hasil suatu
pilihan yang bebas untuk berbuat atau tidak berbuat menurut
kehendaknya sendiri.

3. Terhadap perbuatan yang keliru karena melawan hukum sebagai dasar
celaan itu diartikan bahwa : meskipun tidak termasuk bagian isi
kesalahan, namun sudah jelas suatu kealahan harus terlebih dahulu
adanya perbuatan melawan hukum ( unsur mutlak dari perbuatan
pidana ) sehingga kesalahan berhubungan erat dengan sifat melawan
hukumnya perbuatan. Perbuatan yang keliru karena melawan hukum
menjadi dasar untuk terjadinya kesalahan. Perbuatan yang benar

karena tidak melawan hukum tidak mungkin dihubungkan dengan
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kesalahan. Sekalipun ada pandangan dari sementara ahli hukum
pidana, yang mengingat kedudukannya sifat melawan hukum sebagai
bagian atau elemen kesalahan. Seperti pandangan yang dikemukakan
oleh Jonkers dan Pompe menyatakan bahwa kesalahan mempunyai
syarat-syarat; sifat melawan hukum , mempunyai bentuk kesengajaan
atau kealpaan, dan pertanggungan jawab.

Dari penjelasan isi kesalahan tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan
bahwa kesalahan mempunyai bagian-bagian yaitu :

1) Tentang kemampuan bertanggung jawab ( toerekeningsvat-baarheid )
orang yang melakukan perbuatan. Tentang hubungan bathin tertentu
dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan
atau kealpaan ( dolus atau culpa ).

2) Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahanatau pemaaf (
sculdontbreekt ).

Dalam hukum pidana Inggris dikenal suatu asas yang disebut asas ‘actus
reus’, asas ini tentu berguna bagi suatu studi perbandingan yang selengkapnya
berbunyi : “Actus non facit reum nisi mens sit rea” ( suatu perbuatan yang tidak
dapat membuat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat
jahat ).

Dari kalimat itu diambil suatu expresi actus reus ini berarti kesengajaan
atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.

Actus reus itu harus dilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan
dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan actus reus dengan disertai
mens rea yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perbuatan
yang dituduhkan kepadanya.

C. Teori PenerapanHukum Pidana

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad

kedua puluh dan umumnya sulit di ikuti, sektor hukum telah menyebabkan
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orang berpikir ulang tentang hukum.Dengan mulai memutuskan perhatiannya
terhada pinter aksi antara sector hokum dan masyarakat. Dimana hokum tersebut
diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah
satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu
Negara.

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran
hokum masyarakat. Artinya, hokum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari
masyarakat.”> Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai
dengan perasaan hokum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama,
hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan
hukum dikaitkan dengan manusia.

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum;
pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat disebut Hukum
Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat
oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran
hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau
terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran di dunia ilmu hukum,
biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hokum figh mazhab Syafii yang
diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum
yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para
professional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek.*

Berbicara penerapan hokum berarti berbicara mengenai pelaksanaan
hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak
bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian

diberitugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan

2 Jimly Asshiddigie , “ Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , ( Jakarta:
Konstitusi Priss,2006),him.38
**Ibid him 38
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tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan siding pengadilan.
Menurut).F .Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum
dimasyarakat adalah:*
1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2) Menyelesaikan pertikaian.
3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika
perlu dengan Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
4) Kekerasan.
5) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian
dengan kebutuhan masyarakat.
6) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hokum dengan cara
merealisasi fungsi-fungsidi atas.
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,fungsi dan penerapan hokum
dimasyarakat adalah:*
1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2) Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin.
3) Sarana penggerak pembangunan.
Bentuk-bentuk Penerapan Hukum
Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang
merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.
Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau
dekorasi .Hukum harus diataati, dilaksanakan, di pertahankan dan ditegakkan.
Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai
arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak

pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan

31 satjipto Rahardjo,”Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”,
(Bandung : Sinar Baru, 2009), him.15

2 Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar ”,(Jakarta:PT.RajaGrafindo,2007),
him.16.
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dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan
hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna
dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi
mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara
normalkarena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang di
tentukan hokum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang
memang sebaiknya.

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk
penerapan hukum, antara lain:

1. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa
larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang di buat untuk mengatur
masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama
dalam hubungan social antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum
pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara
umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan
undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivism hukum oleh John
Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan
undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan
pasti apasaja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya
yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak
dengan tegas dan konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan
diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu
pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-

peraturannya ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala
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sesuatu yang telah ditetapkan.®

Bentuk penerapan hokum “sesuai dengan undang-undang/peraturan”
merupakan hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini seperti
dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, dapat diterapkan
sesuai dengan undang-undang/peraturan, misalnya dalam pembuktian masalah
hukum dan kebenaran hokum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris
berdasarkan KUHP. Pengaruh positivisme ini juga tampak dalam penerapan
hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan, yang diberlakukan untuk
seluruh warga Negara, terutama dalam bidang hukum pidana.

2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas
pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.
Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan
yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changingthelaw).
Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum
untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka
dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.®*

Dalam bentuk penerapan hukum“tidak sesuai dengan Undang-
undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo,
menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi
atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum,
sehingga hokum tidak lagi bekerja seperti mesin otomat yang tinggal memencet
tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata,
melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai
bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hokum progresif adalah mengubah secara

33 John Austin,“The  Province Of Jurisprudence ”,dalamTerjemahan  Darji

Darmodiharjo, “Pokok-pokok Filsafat Hukum ”,(Jakarta:Gramedia,2004),him.114
% SatjiptoRahardjo,”Membedah Hukum Progresif ”,( Jakarta : PT.Kompas,2006)
him.63
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cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum,
serta melakukan berbagai terobosan.Hak ini, berarti hukum progresif adalah
serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk
merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna,
terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan
kesejahteraan manusia.®

Bentuk penerapan hukum  “tidak  sesuai dengan  Undang-
undang/Peraturan ini, misalnya dalam tindakan melawan hokum yang hanya
dimaknai terbatas pada rumusan teks yang sudah ada dalam peraturan
perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan.
Akibatnya, sekalipun tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai
kepatutan, tidak sedikit terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan, karena
dianggap tidak berbukti telah melakukan perbuatan yang melawan perundang-
undangan.

Adanya hakim yang berpikir progresif memaknai tindakan melawan
hukum sebagai tindakan yang melanggar kepatutan. Nilai kepatutan tersebut
tidak terdapat didalam teks, tetapi digali dalam masyarakat, sehingga dalam
putusannya, terdakwa tidak bisa lepas dari hukuman pidana.

3. Sesuai tapi menyimpang

Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga
Negara tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum.
Akan tetapi, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud
dan tujuan penguasa yang sulit di pertanggung jawabkan secara konstitusional.

Dalam bentuk penerapan hokum “‘sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara
mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan
kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan

% |bid him.63-64
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peraturan hokum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada
peristiwa yang bersangkutan.®

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu
undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam
menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan

masyarakat.

%% sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum : Suatu Pengantar”, ( Yogyakarta:
Liberti,2008), him 67.
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PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Putusan No 207/Pid.b/2014/PN Jth

Suatu putusan Hakim dalam kasus kecelakaan lalu-lintas seringkali
menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab keadilan yang dirasakan
masyarakat seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini
tergantung dari sisi mana masyarakat memandangnya, dipandang dari sisi
pelaku dirasakan putusan Hakim teramat berat, sebaliknya kalau dipandang dari
sisi keluarga korban dirasakan terlalu ringan.

Penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus kecelakaan lalu-lintas sangat
bervariatif, hal ini dikarenakan tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang
berbeda, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap
pelaku tindak pidana menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur.

Pasal 359 KUHP yang berbunyi ” Barang siapa karena kealpaann yang
menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Hal ini menandakan bahwa
kealpaan juga merupakan suatu kesalahan yang menjadi dasar untuk
menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Terdakwa ditahan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 2 April
2014

2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 30April 2014.

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan contoh perkara kealpaan
yang menyebabkan matinya orang lain, sehingga bagaimana penerapan Pasal
359 KUHP bagi seseorang yang menyebabkan matinya orang lain pada
kecelakaan lalu-lintas oleh Hakim PengadilanNegeri Jantho.

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

34
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dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN

Tempat lahir : Lamcot/Aceh Besar

Umur/tanggal lahir ~ : 46 Tahun/, 13-01-1968

Jenis kelamin - Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Alue Desa Lamcot Kecamatan Darul Imara Kab
Aceh Besar

Agama . Islam

Pekerjaan : Sopir

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana ‘“kecelakaan lalu lintas” sebagaimana yang diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama

6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1)
2)
3)
4)

5)

1 (' Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck BL8888 LL.

1 ( Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL.

1 (' Satu) Lembar Sim Bl Umum asli An.ZAINAL ARIFIN.

1 (Satu) BPKB Asli BL 8888 LL N0.3283212 A Dikembalikan
kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

1 (Satu) BPKB Asli BL 4305 JZ N0.7612240 .
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6) 1 ( Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun BL 4305 JZ .
7) 1 ( Satu) Lembar STNK Asli BL 4305 JZ .Dikembalikan kepada
pemiliknya yang sah melalui Ahli waris dari korban FATIMAH
Binti Muhammad
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-( lima ribu rupiah)*’
Dakwaan
Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN pada hari
Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya
pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat dijalan Sukarno-Hatta
Sp.Lampeneurut Kec. Darul Imarah Kab.Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jantho ,“mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan saudri Fatimah Binti
Muhammad Amin meninggal dunia , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara-cara shg berikut:*®
1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 12.30
WIB di jalan Sukarno-Hatta Sp.Lampeneurut Kec.Darul Imarah
Kab.Aceh Besar, terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN
mengendarai mobil Dump truck BL 8888 LL dengan muatan tanah
timbun sekitar 3,5 kubik yang dating dari arah Keutapang menuju
kearah Lambaro dengan kecepatan 40 Km/Jam, setibanya di
Sp.Lampeneurut Kec.Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa
melihat Sepeda Motor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang berjarak
kira-kira 10 Meter dengan kecepatan 20 Km/Jam yang berada di
depan sebelah kanan mobil Dump truck yang dikemudikan oleh
terdakwa menuju ke arah lambaro, Bahwa terdakwa sebagai

$"pytusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH him 1
®pytusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH him 3
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Pengemudi Mobar Dump Truck BL 8888 LL dengan kecepatan 40
km/Jam hendak mendahului Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang
dikendarai oleh Fatimah berada didepannya dari arah sebelah Kiri
dengan jarak 1 meter dari Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ,
disebabkan terdakwa kurang menjaga jarak dan kurang kehati-
hatian serta kelalaiannya sehingga bagian tengah bak belakang
sebelah kanan Mobar Dump Truck menyenggol stang sebelah Kiri
Sepmor Suzuki Shogun sehingga Pengemudi Sepmor Suzuki Shogun
jatuh kekiri dan bagian perutnya terseret ban belakang sebelah kanan
Mobar Dump Truck sekira 4 meter, sedangkan Sepmor Suzuki
Shogun jatuh terseret kekanan dan pengemudi sepmor atas nama
Fatimah Binti Muhammad Amin Meninggal Dunia.
. Bahwa akibat tabrakan tersebut pengendara Sepmor Suzuki Shogun
BL 4305 JZ atas nama FATIMAH umur 41 tahun dengan alamat
Tingkem Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar, sebagaimana yang
diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :400/007/RSUMD-
Meuraxa/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Dr. SRIWAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah
Meuraxa,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) luka lecet dikepala sebelah kiri ukuran3 cm.

2) luka lecet dikepala sebelah kiri ukuran9 x 7 cm pelipis Kiri atas.

3) luka lecet di daun telingan kiri dan kanan.

4) luka bengkak dan lembam ukuran1l x 3 cm bahu kanan.

5) luka robek 1 cm dan luka lecet gesekan ukuran 15 x 8 cm,

pendarahan aktif dari bagian dalam.

6) bengkak tulang selangkangan kiri.

7) luka lecet gesekan ukuran 14 x 9 cm lengan atas Kiri.

8) luka lecet gesekan ukuran 5 x 2 cm lengan bawah Kiri.

9) luka robek di jari manis tangan kiri ukuran2 x 0.2 cm.



38

10) punggung luka lecet gesekan luas hamper seluruh bagian
tubuh punggung sampai ke pinggang+40 x 30 cm.
Dengan kesimpulan luka tersebut diduga oleh persentuhan/kekerasan
dengan benda tumpul dan pada saat dibawa ke RSUMD-Meuraxa sudah dalam
keadaan meninggal dunia.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal
310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
1) Bahwa identitas terdakwa adalah sebagaimana dakwaan Penuntut
Umum.

2) Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perkara
kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 April
2014 sekira pukul 12.30 WIB dijalan Soekarno—Hatta Simpang
Lampeuneureut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
antara mobil barang Dump Truck BL 8888 LL yang terdakwa
kemudikan dengan sepeda motor Shogun BL 4305 JZ yang
dikemudikan oleh korban Fatimah;

3) Bahwa terdakwa memiliki Surat 1zin Mengemudi tipeB1 (SIMB1).

4) Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat lalu-lintas dalam keadaan

ramai. Dimana korban yang sedang menaiki sepeda motor berada di
depan mobil yang terdakwa kendarai, kemudian dengan tiba-tiba
sepeda motor korban hendak berbelok ke kanan tanpa memberikan
aba-aba atau menghidupkan lampu sen kanan dan terdakwa langsung
melaju ke depan dari arah kiri sepeda motor tanpa membunyikan
klakson, akan tetapi saat sepeda motor korban sudah berada

¥pytusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH him 9
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disamping mobil yang terdakwa kendarai, korban tidak jadi berbelok
karena dari arah Peukan Biluy menuju Lambaro ada mobil Dump
Truck yang sedang melaju. Dan korban langsung berbalik lagi ke Kiri
sehingga menyenggol bak Truck sebelah kanan dan mengenai stang
sepeda motornya sehingga sepeda motor korban terjatuh kekanan
sedangkan tubuh korban jatuh kekiri dan badannya terseret ban
belakang sebelah kanan mobil dump truck yang dikemudikan oleh
terdakwa .

5) Bahwa akibat kejadian tersebut korban Fatimah meninggal dunia.

6) Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian
secara kekeluargaan dan keluarga terdakwa telah memberikan
santunan kepada keluarga terdakwa sebesar Rp.26.000.000,- (dua
puluh enam juta rupiah).

7) Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck
BL 8888 LL, 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL, 1 (Satu)
Lembar Sim Bl Umum asli An .ZAINAL ARIFIN, dan 1 (Satu)
BPKB Asli BL 8888 LL No. 3283212 A adalah milik orang tua
terdakwa yang bernama Zainal Abidin.

8) Bahwa terdakwa mengakui kelalaiannya karena membawa kendaraan
dalam keadaan kurang hati-hati dan menyesali serta berjanji tidak
akan mengulanginya lagi

Menimbang,bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut;*

1) 1 ( Satu) UnitMobil Barang Dump Truck BL 8888 LL.

2) 1 ( Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL.

3) 1 ( Satu) Lembar Sim Bl Umum asli An.ZAINAL ARIFIN.

4) 1 (Satu) BPKB Asli BL 8888 LL N0.3283212 A.

“Oputusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH hlm 10
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5) 1 (Satu) BPKB Asli BL 4305 JZ N0.7612240 .

6) 1 ( Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun BL 4305 JZ .

7) 1 ( Satu) Lembar STNK Asli BL 4305 JZ .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum nomor
400/007/ RSUDM/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sri Wahyuni
tanggal 15 ApriL 2014 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara
dengan kesimpulan bahwa pasien dibawa kerumah sakit dalam keadaan sudah
meninggal dunia dan ditemukan luka lecet multipel akibat gesekan benda
tumpul .

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310
ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; *?

1) Unsur Setiap Orang

2) Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

3) Unsur Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

dengan Korban Meninggal Dunia”

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan
terdakwa yang langsung melaju ke depan dari arah kiri sepeda motor tanpa
membunyikan klakson ketika sepeda motor korban hendak berbelok ke kanan
terdakwa mengetahui bahwa korban hendak berbelok ke kanan, merupakan
suatu tindakan kelalaian dalam berlalu-lintas, apalagi saat itu keadaan lalu-lintas

dalam keadaan ramai

“pytusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH hlm 11-12
“2pytusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH him 13
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur
“Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas dengan Korban
Meninggal Dunia”telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang,bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer yaitu
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun2009
tentang lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka
dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena antara terdakwa dan keluarga korban
Fatimah telah terjadi perdamaian pada tanggal 29 April 2014 sebagaimana yang
tertera dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal tersebut diatas, yang
diketahui oleh Geuchik Kampong Tingkeum dan Keuchik = Gampong
Lamcot, dimana terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.
26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) kepada keluarga korban. Ketentuan
Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa memberikan
bantuan biaya pengobatan/biaya pemakaman tidak menggugurkan tuntutan
pidana. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (2) menyebutkan
“kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi

kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu pengadilan
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berpendapat bahwa bentuk pidanayangdibebankankepadaterdakwatidaklahharus
serupa sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum

Hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Barang
Dump Truck BL 8888 LL, 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL, 1 (Satu)
Lembar Sim Bl Umum asli An. ZAINAL ARIFIN, dan 1 (Satu) BPKB Asli
BL 8888 LL No. 3283212 A vyang telah disita dari terdakwa dikembalikan
kepada pemiliknya melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) BPKB Asli
BL 4305 JZ No0.7612240, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun BL 4305
JZ, dan 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL 4305 JZ merupakan milik korban
Fatimah, dikembalikan kepada ahli waris korban Fatima.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa.

Keadaanyang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan seseorang
meninggal dunia

Keadaanyang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di
persidangan;
2. Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban

telah terjadi perdamaian;
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3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan
berhati-hati di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal
310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Jo .Pasal 14 a KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.®

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin Bin Zainal Abidin tersebut,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Karena Kelalaiannya Dalam Berlalu-Lintas Mengakibatkan Orang
Lain Meninggal Dunia.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan
karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa
percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 ( Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck BL 8888 LL.

2) 1(Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL.

3) 1 (Satu) Lembar Sim Bl Umum asli An.ZAINAL ARIFIN

4) 1 (Satu) BPKB Asli BL 8888 LL N0.3283212 A; Dikembalikan
kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa

5) 1 (satu)BPKB Asli BL 4305 JZ No7612240.

6) 1 ( Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun BL 4305 JZ .

“3putusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH him 17
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7) 1 ( Satu) Lembar STNK AsliBL4305 JZ ; Dikembalikan kepada
pemiliknya yang sah melalui Ahli waris dari korban FATIMAH
Binti Muhammad
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).*

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014, oleh
Sadri,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Daniel Saputra,SH dan Fitriani,SH,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahbuddin, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri olenh Muharizal,SH. Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Analisis

Hal ini terbukti bahwa hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa
Zainal Arifin dengan hukuman penjara 3 ( tiga ) bulan. Karena unsur kealpaan
dari terdakwa Zainal Arifin yaitu ketika terdakwa Zainal Arifin melihat Sepeda
Motor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang berjarak kira-kira 10 Meter dengan
kecepatan 20 Km/Jam yang berada di depan sebelah kanan mobil Dump Truck
yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke arah lambaro, Bahwa terdakwa
sebagai Pengemudi Mobar Dump Truck BL 8888 LL dengan kecepatan 40
km/jam hendak mendahului Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang
dikendarai oleh Fatimah berada didepannya dari arah sebelah kiri dengan jarak 1
meter dari Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ, disebabkan terdakwa kurang
menjaga jarak dan kurang kehati-hatian serta kelalaiannya sehingga bagian
tengah bak belakang sebelah kanan Mobar Dump Truck menyenggol stang
sebelah kiriSepmor Suzuki Shogun sehingga Pengemudi Sepmor Suzuki Shogun

“4pytusan Nomor207/Pid.B/2014/PNJTH hlm 18-19
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jatuh kekiri dan bagian perutnya terseret ban belakang sebelah kanan Mobar
Dump Truck sekira 4 meter, sedangkan Sepmor Suzuki Shogun jatuh terseret
kekanan dan pengemudi sepmor atas nama Fatimah Binti Muhammad Amin
Meninggal Dunia.

Kecelakaan tersebut terjadi pada saat lalu-lintas dalam keadaan ramai.
Dimana korban yang sedang menaiki sepeda motor berada di depan mobil yang
terdakwa kendarai, kemudian dengan tiba-tiba sepeda motor korban hendak
berbelok ke kanan tanpa memberikan aba-aba atau menghidupkan lampu sen
kanan dan terdakwa langsung melaju ke depan dari arah kiri sepeda motor
tanpa membunyikan klakson, akan tetapi saat sepeda motor korban sudah
berada di samping mobil yang terdakwa kendarai, korban tidak jadi berbelok
karena dari arahPeukan Biluy menuju Lambaro ada mobil Dump Truck yang
sedang melaju.

Kemudian korban langsung berbalik lagi ke Kiri sehingga menyenggol
bak truck sebelah kanan dan mengenai stang sepeda motornya sehingga sepeda
motor korban terjatuh kekanan sedangkan tubuh korban jatuh kekiri dan
badannya terseret ban belakang sebelah kanan mobil Dump Truck yang
dikemudikan oleh terdakwa.

B. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan
Nomor 207/Pid.B/2014/PN Jth

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri
Jantho dan Hubungan Masayarakat ( HUMAS ) yaitu bapak Ahmad Ghali
Pratama,S.H. pada saat penelitian tanggal 20 Maret 2023, terdapat hal-hal yang
menjadi pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan
Terdakwa yaitu:*®

1. Faktor-faktor yang meringankan hukuman yaitu:

1) Terdakwa belum pernah dihukum

**Ahmad Ghali Pratama,S.H. (HUMAS )
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Belum pernah dihukumnya seorang terdakwa, hal ini membuktikan
bahwa terdakwa bukan merupakan seorang penjahat kambuhan atau
residivice.Hal ini jelas merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman.

2) Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Adanya suatu pengakuan dari terdakwa yang secara terus terang terhadap
perbuatan yang dilakukan, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu-lintas dapat
membuat pemeriksaan dipersidangan dapat berjalan dengan lancar.

3) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Sikap sopan yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada majelis hakim
dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa menghormati proses
pengadilan, sehingga akan timbul suatu tanggapan yang positif dari majelis
Hakim terhadap terdakwa, yang tentunya dapat meringankan Terdakwa dari
hukuman.

4) Terdakwa menyesali perbuatannya.

Adanya suatu penyesalan yang diwujudkan dalam suatu pengakuan dari
terdakwa, hal ini membuktikan bahwa terdakwa benar-benar menyadari
kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

5) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Apabila terdakwa mempunyai tanggungan keluarga tentunya terdakwa
merupakan tulang punggung dari keluarganya, yang apabila terdakwa ditahan
dalam waktu yang cukup lama, maka dikhawatirkan keluarganya akan terlunta-
lunta, hal inilah yang menjadi salah-satu factor meringankan terdakwa dari
hukuman.

6) Terdakwa sebagai satu-satunya sumber kehidupan keluarga

Apabila terdakwa ditahan dalam waktu yang cukup lama maka
dikhawatirkan keluarga terdakwa akan kesulitan dalam membiayai roda rumah
tangganya, istri/suami, dan atau anak-anaknya hidupnya akan semakin
kekurangan karena sumber kehidupan keluarganya harus menjalani pidana

penjara yang lama. Maka hal ini juga menjadi salah satu factor meringankan
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hukuman.

7) Usia Terdakwa masih muda

Usia terdakwa yang masih muda menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana penjara, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada
terdakwa agar jangan sampai cita-cita dan masa depannya tidak tercapai, usia
muda juga merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat
berhasil.

8) Terdakwa telah lanjut Usia.

Usia yang terlalu lanjut bagi seorang terdakwa menjadi pertimbangan
hakim, karena hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk
menikmati hari tuanya dengan baik, tidak dengan pesakitan. Selain itu usia
terlalu lanjut dikhawatirkan tidak dapat bertahan dalam menjalankan masa
hukumannya.

9) Adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban

Suatu Perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan
memberikan bantuan, santunan ataupun membayarkan seluruh biaya-biaya yang
telah dikeluarkan korban, tentunya akan mengurangi danmengobati kepedihan
hati keluarga korban, yang dapat memberikan maaf kepada terdakwa mejadi
salah-satu factor meringankan hukuman.

10) Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik

Apabila terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik sehingga menurut
penilaian Hakim, bahwa sebelum pidana dijatuhkan tentunya terdakwa juga
sudah merasakan suatu penderitaan fisik yang dirasakan sangat berat dan
memukul jiwanya.

11) Kesalahan Terdakwa dinilai bukan unsur kesengajaan melainkan

unsur kealpaan

Unsur kealpaan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh
batin si terdakwa, hal ini berbeda dengan unsur kesengajaan yang mempunyai 2

unsur Yyaitu mengetahui dan menghendaki, tentunya unsur kealpaan ini
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merupakan salah satu factor meringankan hukuman yang menjadi pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap seorang terdakwa.

2. Faktor-faktor yang memberatkan hukuman yaitu:

1) Terdakwa melarikan diri

Hal ini melambangkan bahwa terdakwa tidak mau bertanggung jawab
terhadap kesalahan yang dilakukannya, sehingga menyulitkan penegak hukum
dalam mencari suatu kebenaran dan mengeluarkan banyak uang Negara untuk
dapat menangkap sipelaku. Tentunya hal ini menjadi factor yang memberatkan
hukuman.

2) Terdakwa tidak menolong korban

Membuktikan bahwa terdakwa tidak memiliki rasa prikemanusiaan
terhadap sesama dan tanggung jawab, hal ini bertentangan Pancasila, khususnya
dengan sila ke-dua, sehingga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat
apabila si terdakwa dihukum ringan. Hal inilah yang menjadi factor
memberatkan hukuman.

3) Terdakwa tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukkannya.

Unsur tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukkannya menjadi
pertimbangan hakim, karena unsur ini dianggap bahwa si terdakwa tahu dan
mengetahui kesalahan yang diperbuat, dan disini bagi Hakim ada unsur
kesengajaan untuk tindak pidana pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya
kecelakaan lalu-lintas dijalan raya. Dalam hal ini perbuatan terdakwa sangat
bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU No.14 tahun 1992 tentang Lalu-
lintas dan angkutan jalan, yang mengatur tentang kewajiban Pengemudikan
kendaraan bermotor memiliki SIM yang sesuai dengan golongannya.

4) Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban

Tidak adanya permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban,
tentunya keluarga korban tidak memaafkan, dan hal ini membuktikan keegoisan
terdakwa, sehingga menjadi factor yang memberatkan hukuman.

5) Belum adanya Bantuan dari Terdakwa kepada keluarga korban
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Apabila terdakwa belum atau tidak memberikan bantuan kepada
keluarga korban, tentunya keluarga korban secara materiil sangat dirugikan dan
tidak terbantu sehingga hakim menilai hal ini sangat memberatkan keluarga
korban dan menjadi faktor yang memberatkan hukuman bagi si terdakwa.

6) Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk

Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, hal ini menjadi semakin
memberatkan karena kondisi pikiran pengemudi yang mabuk tentunya akan
mempengaruhi - konsentrasi saat mengemudikan kendaraannya yang dapat
berakibat fatal/kecelakaan lalu-lintas, keadaan mabuk merupakan suatu keadaan
yang sengaja dibuat oleh sipelaku sendiri yang membuat dirinya tidak sadar
sepenuhnya, yang dilakukan dengan meminum minuman keras, minum obat-
obatan terlarang dengan sengaja sehingga hal ini menjadi faktor utama
terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan raya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro: Meskipun dalam teori berdasarkan atas
Pasal 44 ayat 1 KUHP seseorang yang mabuk itu dapat lolos dari hukuman,
namun menurutnya amat kecil kemungkinan seorang yang mabuk sampai sangat
kurang berdaya memahami kegawatan akibat perbuatannya.

Apabila seorang di dalam keadaan mabuk mengendarai kendaraan
sehingga menbrak orang sampai orang itu meninggal dunia atau terluka berat,
maka orang itu sepantasnya malahan harus dikenakan hukuman lebih berat dari
seorang yang tidak mabuk.

7) Terdakwa tidak mengontrol kondisi kendaraan sebelum dikemudikan.

Kondisi kendaraan yang tidak dikontrol oleh pengemudi saat akan
dikemudikan, apabila ternyata menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan
lalu-lintas karena kondisi fisik kendaraan yang tidak memenuhi standar saat
terjadinya kecelakaan lalu-lintas maka hal ini menjadi salah satu factor yang
memberatkan hukuman terhadapsi terdakwa.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang

menimbulkan kecelakaan dapat dilakukan dengan menerapkan
ketentuan KUHP Pasal 359 apabila akibat kelalaian pengemudi
mengakibatkan kematian orang lain sedangkan sebagai kelalaian yang
dalam Pasal 360 KUHP bilamana akibat kelalaian pengemudi tersebut
tidak mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam ketentuan pidana
lainnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai penanganan
kecelakaan lalu lintas bagi kelalaian pengemudi baik yang
mengakibatkan kematian maupun hanya luka-luka hanya diatur dalam

Pasal 310 saja.

. Bahwa Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam

menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang
menyebabkan matinya orang lain pada kasus kecelakaan lalu-lintas di
PengadilanNegeri Jantho, mempunyai berbagai pertimbangan, baik
berupa factor yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa belum
pernah  dihukum, terdakwa mengakui secara terus terang
perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa
menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
terdakwa sebagai satu-satunya sumber kehidupan keluarga, usia
terdakwa masih muda, terdakwa telah lanjut usia, adanya Perdamaian
antara Terdakwa dengan keluarga korban, terdakwa juga mengalami
cacat dan luka fisik, kesalahan terdakwa dinilai bukan unsur
kesengajaan melainkan unsur kealpaan, dan factor yang memberatkan

terdakwa yaitu, terdakwa melarikan diri, terdakwa tidak menolong

50



o1

korban, terdakwa tidak memiliki SIM vyang sah dan sesuai
peruntukkannya, terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga
korban, belum adanya bantuan dari terdakwa kepada keluarga korban,
terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, terdakwa tidak

mengontrol kondisi kendaraan sebelum dikemudikan.
B. SARAN

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat dari ringannya putusan pidana yang dijatuhi Hakim
terhadap pelaku tindak pidana Pasal 359 KUHP,maka harapan
penulis kiranya perlu suatu keberanian dari hakim dalam
menerapkan ancaman pidana Pasal 359 KUHP secara maksimal
terhadap pelakunya, jangan selalu monoton saja mengikuti
jurisprudensi atau kebiasaan Hakim-hakim diatasnya sehingga
kasus kecelakaan lalu-lintas dapat semakin diminimalkan.

2. Perlu adanya kerjasama di antara para penegak hukum (Polisi,
Jaksa, Hakim dan Pengacara) sehingga dalam proses penegakan
hukum dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan
kepada para korban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
undangan yang berlaku. Adanya pedoman khusus yang digunakan
sebagai dasar acuan bagi Hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP
terhadap seseorang yang menyebabkan matinya orang lain dalam
kasus kecelakaan lalu-lintas dalam menentukan berat ringannya sanksi

pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.
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“DEMI KEADILAN BERDA&ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negen Jantho yang mengadili perkura-perkara pidana biasa pada peradilan

tingkat p telah menjatubkan p sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
Nama Lengkap - M. YUSUF Bin (Alm) ABDULLAH
Tempat Lahir 1 Meunasah Krueng
Umur / Tanggal Lahir : 68 whun / 07 Agustus 1946
Jenis Kelamin ¢ Laki-laki
Kehang /K g = Indonesia
Tempat Tinggal - Desa Binch Blang Kec. Ingin Jaya, Kab.
Aceh Besar
Agama < Islam
Pekerjaan :  Petani
Pendidikan - Sckolah Rakyat (tamat)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surt perintah/
penctapan penatianan dari -
1 Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 15 Ecbruari 2014 ;
2 Perpanjangan Penuntut Umum, sefak tanggal 16 Februun 2014 s/d 27 Maret 2014:

3 Perpanj; Ketua Pengadilun Negeni Jantho sejuk tanggal 28 Marct 2014 s/d tanggal

L oo

28 April 2014 ;
4 Penuntut Umam, sejak tmggal 22 April 2014 s/d tmggal 11 Mci 2014 ;
S Hukim Pengadilan Negeri Jantho, sejak tangzal 07 Mci 2014 5/d 05 Juni 2014:
6 Kctua Pengadilan Negeri Jantho, scjak tanggat 06 Juni 2014 </d (4 Agustus 2014 -

Bahwa Terdakwa dulam perk i tidak did. ingi olch P hat Hukum;

Pengadilan Negerni tersebut

Telah membaca ;
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